BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Indikator Intensifikasi

a. Peningkatan penyuluhan pajak atau sosialisasi di setiap Desa mampu

meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan

bangunan.

. Peningkatan pembukuan berbasis sistem informasi/teknologi melalui

aplikasi SISMIOP mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di

bidang pajak bumi dan bangunan.

. Perbaikan administrasi pungutan mapun operasioal melalui pendataan

ulang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak

bumi dan bangunan.

. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pungutan mampu

meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan

bangunan.

Indikator ekstensifikasi

a. Penyisiran subjek pajak baru dengan cara membuat nomor pokok wajib

pajak daerah (npwpd) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di

bidang pajak bumi dan bangunan.
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Membuka lahan pemerintah daerah yang masih menganggur untuk
dapat diciptakan menjadi wilayah bisnis baru, badan pendapatan daerah
tidak memiliki hak. Berdasarkan kewenangannya Bapenda hanya
melakukan pendataan objek pajak baru disetiap desa yang mampu

meningkatkan pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

a.

Perlu adanya motivasi kerja yang tinggi di bidang pajak bumi dan
bangunan agar berkerja secara intensif untuk mendapatkan hasil yang
maksimal agar tidak mengalami keterlambatan dalam melunasi pajak yang
mengakibatkan fluktuasi Pendapatan Asli Daerah.

Perlu adanya sinergitas antara PEMDA dan BAPENDA terkait
pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah yang masih menganggur agar
ditetapkan sebagai objek pajak baru untuk dikenakan pajak.

Perlu adanya kesadaran dari PEMDA terkait pemanfaatan lahan milik

PEMDA yang masih menggur untuk dikenakan pajak.
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